
BUPATI PANGKAJENE DAI\ KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR .q. TAHlJN .. ;1,t.>;.4 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE 
DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN 

DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TU HAN Y I\NG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

a. bahwa pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset 
dan lnovasi Nasional serta perubahan tipe Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 
maka peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu diu bah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera tu ran Daerah ten tang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

I .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noma- 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Peruhahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Norn or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 ,  Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 141,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1 14 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 

dan lnovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 192); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan 

lnovasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 435); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2C21 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Tahun 2021 Nomor 4). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILA 'I RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

dan 

BUPATI PANGKAJEN'!": DAN KEPULAUAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAI\G PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan: 
a. Nomor 5 Tahun 2018 tentarg Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pargkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangka ene dan Kepulauan Tahun 2018 
Nomor 5); 

b. Nomor I Tahun 2020 ten tang Peru bahan Kedua Atas Pera tu ran 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pemoentukan dan Susunar Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2020 Nomor I); 

c. Nomor 4 Tahun 2021 tenta rg Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2021 Nomor 4); diubah sebagai berikut: 
I. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah 
dengan susunan sebagai berikut: 
a. Sekretariat Daerah rr erupakan Sekretariat Daerah dengan 

Tipe A; 
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
Tipe B; 

c. lnspektorat Daerah dengan Tipe A melaksanakan 
pembinaan dan nengawasan pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi ke\venangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah. 
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d. Din as Daerah terdiri dari: 
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pendidikan dan urusan pemerintahan bidang 
kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintat an bidang kesehatan yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah; 

3. Dinas Ketahana-i Pangan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

4. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang 

kehutanan yang -nenjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang administrasi kepend udukan dan pen ca ta tan 
sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

7. Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pernerintahan bidang perhubungan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
yang ditugaskan kepada daerah; 

8. Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan 

Persandian dengan Tipe A, menyelengarakan urusan 
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, 
urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan 
pemerintahan biclang persandian yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah; 

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang 
kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

10. Dinas Pertanian ciengan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah; 



- 5 - 

1 1 .  Dinas Perikanan clengan Tipe A, menyelenggarakan 

urusan pemerintat an bidang perikanan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah; 

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

13. Satuan Palisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan dengan Tipe A, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 

ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat sub 

urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub 

urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah; 

14. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan 
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang 

kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah; 

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan 

Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah; 

16. Dinas Sosial dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah; 
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 

Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada daerah; 

18. Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah, Perdagangan, 

dan Perindustrian dengan Tipe A, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, 

dan menengah, urusan pernerintahan bidang 

perdagangan, da-i urusan pemerintahan bidang 

Perindustrian yang: menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuar. yang ditugaskan kepada daerah; 
19. Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan, urusan pemerintahan bidang 

transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang energi 

dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 
kepada daerah; 
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20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perumahan kawasan 
permukiman dan urusan pemerintahan bidang 
pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah; 

e. Badan Daerah terdiri dari: 

1 .  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 
Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan 
dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, 
pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta 
invensi dan inovas.i yang terintegrasi di daerah yang 
menjadi kewenangan daerah; 

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, 
melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi 
kewenangan daerah; 

3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, 
melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi 
kewenangan daerah; 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dengan Tipe A, melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian 
dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan 
daerah; 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan 
bencana yang menjadi kewenangan daerah. 

f. Kecamatan terdiri dari : 

1 .  Kecamatan Balocci dengan Tipe A; 
2. Kecamatan Bungoro dengan Tipe A; 
3. Kecamatan Labakkang dengan Tipe A; 
4. Kecamatan Liukang Kalmas dengan Tipe A; 
5. Kecamatan Liukang Tangaya dengan Tipe A; 
6. Kecamatan Liukang Tupabbiring dengan Tipe A; 
7. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan 

Tipe A; 

8. Kecamatan Mandalle dengan Tipe A; 
9. Kecamatan Marang dengan Tipe A; 

10. Kecamatan Minasatene dengan Tipe A; 
1 1 .  Kecamatan Pangkajene dengan Tipe A; 
12. Kecamatan Segeri dengan Tipe A; 

13. Kecamatan Tondong Tallasa dengan Tipe A. 
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Pasal II 
1. Pejabat manajerial dan non rnanajerial pada Perangkat Daerah 

yang diubah, meliputi: 
a. Dinas ketenagakerjaan; 1 Ian 

b. Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan daerah, 

tetap rnelaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah ini 

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuirya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditet&pkan di Pangkajene 
pada tanggal 2.9 1-13u., � 2024 
B0PATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

1;i 
., . 

�;)��'�N DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
1S1i 2024 NOMOR . .!\ 

"""��ISTRAS! PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR la .  HI<. 04. O G ! .  !1-4 


